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ABSTRACT 

Indonesia has very extensive peatlands. In order to preserve the existing 

peatlands in Indonesia, the government of the Republic of Indonesia, in this case 

the President, issued Presidential Instruction (Inpres) No. 5 of 2019 concerning 

indicative maps for the termination of new licenses (PIPPIB). The Presidential 

Instruction is a refinement of the previous Presidential Instruction. Along with the 

Presidential Instruction, the Ministry of ATR / BPN issued a circular letter to the 

Secretary General so that all land services are guided by PIPPIB. This did not have 

a good impact because it castrated the function of community land certificates. This 

has particularly affected the economic conditions of the people of Meranti Islands 

Regency because 96% of its territory is included in the forest area and PIPPIB.  

This research uses a qualitative research method with a descriptive 

approach. To be able to explain further the condition of land and spatial planning 

in the Meranti Islands Regency, a spatial approach is used in the form of map 

overlay. PIPPIB, RTRW and land parcel maps were overlaid to clearly explain the 

condition of spatial planning in the Meranti Islands. 

Researchers found the following results research results as follows 1) 

Implementation of the PIPPIB policy in Meranti Islands which is still indicative is 

too powerful to stop new licenses. 2) PIPPIB has an impact on community land that 

has already been titled cannot be implemented derivative services. 3) PIPPIB 

exacerbates the economic downturn in Meranti Islands. 4) The local government 

has tried to convey the aspirations of the community by writing to the central 

government to resolve the to resolve the PIPPIB issue. 

Keywords: Impact, Society, Land System, Indicative Map of Termination of New 

Permits, Policy
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan produktifitas 

ekonomi di bidang pertanian dan perkebunan. Produktifitas pertanian dan 

perkebunan bergantung pada lahan produktif, sementara itu sifatnya yang 

terbatas menyebabkan ekspansi pada lahan-lahan marjinal merupakan suatu 

opsi (Agus & Subiksa, 2008). Salah satu lahan marjinal yang paling potensial 

untuk dimanfaatkan adalah lahan gambut. Lahan gambut di Indonesia termasuk 

keempat terluas di bawah Amerika Serikat, Kanada, Uni Soviet dan Vietnam 

(Masganti & Maulia, 2017). Pemanfaatan lahan gambut oleh petani untuk 

lokasi perkebunan dan bahan pangan sudah lama terjadi (Yusuf, 2014). 

Perkebunan dengan hasil tanaman komoditas terus melakukan perluasan lahan 

hingga ke lahan gambut. Hal ini terjadi dikarenakan lahan gambut minim akan 

terjadinya konflik. Aktivitas manusia yang demikian, menjadikan kuantitas dan 

kualitas lahan gambut semakin terdegradasi.  

Pada dasarnya lahan gambut berfungsi tidak hanya untuk lahan perkebunan 

dan pertanian tetapi juga sebagai pelindung ketahanan lingkungan (Irma dkk., 

2018). Banyaknya karunia dan manfaat yang dihasilkan dari lahan gambut, 

menyebabkan perlu adanya perlindungan yang khas terhadap lahan gambut 

agar tetap lestari. Total luas lahan gambut di Indonesia berjumlah 14,95 juta ha 

yang tersebar di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera (Masganti & 

Maulia, 2017). Sementara itu berdasarkan data global forest watch, Provinsi 

dengan gambut terluas adalah Provinsi Riau (3,8 juta ha) dan disusul dengan 

Provinsi Kalimantan Tengah (2,8 juta ha). Namun seiring waktu dengan 

berbagai pertimbangan, perubahan lahan gambut menjadi lahan ekonomis kian 

massif. Kondisi lahan gambut yang begitu potensial kerap menjadi rentan 

untuk dilakukan ekspansi. Lahan gambut dapat rusak diakibatkan konversi 

hutan, penebangan pohon, reklamasi serta kebakaran hutan. Berdasarkan data 

Wetland International sebagian besar lahan gambut di Indonesia dikategorikan 

rusak akibat konversi menjadi sektor pertanian dan kebakaran hutan (Paspi, 
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2020). Padahal dibalik potensinya untuk perkebunan, lahan gambut memiliki 

sejumlah kegunaan lain yaitu menjaga terjadinya perubahan iklim dan menjadi 

sumber emisi karbon, dan habitat konservasi biodiversitas (Wibowo, 2009). 

Sesuai dengan manfaatnya, dunia menaruh perhatian pada hutan Indonesia 

dengan dibuatnya perjanjian REDD (Reducing Emissions from Deforestation 

and Forest Degradation) untuk melakukan pengurangan emisi karbon dari 

deforestasi hutan gambut di Indonesia. Carlson (2010) menyebutkan bahwa 

adanya konversi penggunaan lahan merupakan faktor yang yang paling 

berpengaruh terhadap keseimbangan emisi karbon di kawasan hutan gambut. 

Namun di sisi lain, karena Indonesia merupakan produsen sekaligus konsumen 

utama untuk komoditi kelapa sawit, kertas, dan kayu di dunia, alih fungsi pada 

lahan gambut pada dasarnya sulit untuk dihindari (Yuliani, 2017). 

Demi mempertahankan luas lahan gambut di Indonesia, Pemerintah 

Republik Indonesia harus melakukan tata kelola hutan gambut dengan benar. 

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta turunannya 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini 

Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2019 tentang 

Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan 

Alam Primer dan Lahan Gambut yang merupakan penyempurnaan dari Inpres 

No. 10 Tahun 2011 untuk mencegah terus tergerusnya lahan gambut baik 

secara kualitas maupun kuantitas. Tidak hanya itu, Kementerian Kehutanan 

dan Lingkungan Hidup (KLHK) menindak lanjuti Inpres tersebut dengan 

diterbitkannya SK.323/Menhut/II/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif 

Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan 

Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan 

Lain. Hal tersebut tampaknya tidak berdampak baik, dikarenakan adanya 

permasalahan di banyak wilayah Indonesia. Pasalnya bersamaan dengan Inpres 

tersebut Kementerian ATR/BPN melalui Sekretaris Jenderalnya menerbitkan 

Surat Edaran Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 tepat dua bulan setelah 
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Inpres No.5 Tahun 2019 dikeluarkan. Isi surat edaran itu, antara lain 

memerintahkan supaya seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota 

serta kantor wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se-Indonesia berpedoman pada 

Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dalam melaksanakan 

pelayanan pertanahan.  

Salah satu daerah yang paling berdampak adalah Kabupaten Kepulauan 

Meranti. Dikutip dari laman resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti dari total keseluruhan luas wilayah daratan, hanya 16.072,15 ha atau 

sekitar (4,42%) yang dapat dan aman digunakan untuk peruntukan selain hutan. 

Terdapat inkonsistensi dikarenakan ditengah percepatan program pendaftaran 

tanah sistematis lengkap (PTSL) yang merupakan tindak lanjut dari amanat 

Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) mengenai kepastian hukum 

dan pendaftaran tanah. KLHK justru mengeluarkan kebijakan berupa surat 

keputusan penetapan PIPPIB yang mengakibatkan respons dari Kementerian 

ATR/BPN untuk tidak melakukan pelayanan pertanahan pada tanah-tanah 

yang masuk dalam PIPPIB. Bersamaan dengan itu, maka timbul kekhawatiran 

tentang bagaimana pemanfaatan tanah-tanah yang sudah lama dikuasai 

masyarakat baik yang sudah bersertipikat ataupun belum bersertipikat yaitu 

berupa surat keterangan ganti kerugian (SKGR). Menurut Tartib (2021), pada 

dasarnya implementasi PIPPIB di Kepulauan Meranti masih perlu dikaji, 

karena banyak terdapat kawasan yang masuk PIPPIB namun tidak sesuai 

dengan kondisi sebenarnya. Dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa 

rumitnya perizinan lintas sektoral untuk masyarakat masih belum dapat 

diakomodasi penuh.  

Tanah yang diharapkan memiliki nilai ekonomis langsung untuk dapat 

dijadikan agunan di bank, mendadak tidak dapat dilakukan karena munculnya 

kebijakan PIPPIB. Sertipikat tanah yang diterbitkan oleh lembaga resmi negara 

harus berhadapan dengan kebijakan yang dibuat oleh negara juga. Situasi ini 

memperparah posisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan 

kabupaten termiskin ketimbang kabupaten/kota lain di Provinisi Riau. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 sebanyak 45,25 ribu 
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warga Meranti termasuk dalam kategori miskin. Bersamaan dengan adanya 

tumpang tindih kebijakan lintas sektor yang terjadi di Kabupaten Kepuluan 

Meranti, banyak pihak-pihak yang merasakan imbasnya. Oleh karena itu 

diperlukan kejelasan dan solusi untuk masyarakat terkait tanah-tanah 

masyarakat yang masuk dalam PIPPIB. Studi ini lebih jauh melihat dampak 

apa saja yang timbul terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan 

Meranti pasca penerapan kebijakan PIPPIB. 

B. Rumusan Masalah 

Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, 

meningkatkan perekonomian dengan mempermudah iklim berinvestasi. 

Dimulai dengan adanya program PTSL yang menargetkan seluruh bidang 

tanah di Indonesia bersertipikat dan terpetakan. Ditambah dengan adanya 

PERPPU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 yang menunjukan keseriusan 

pemerintah dalam Ease of Doing Bussiness. Kepulauan Meranti sebagai daerah 

terluar yang berbatas langsung dengan negara tetangga seharusnya menjadi 

fokus untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun dengan adanya 

tumpang tindih kebijakan mengenai keruangan dan pemanfaatan lahan ini, 

menyebabkan keadaan masyarakat semakin dipersulit. Oleh karena itu perlu 

adanya analisis lebih lanjut mengenai tumpang tindih kebijakan yang terjadi di 

Kepulauan Meranti serta solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Guna memperjelas pokok pokok pemasalahan pada studi ini, penulis 

merumuskan beberapa pertanyaan untuk menentukan alur penelitian:  

1. Bagaimana kondisi pertanahan dan ruang di Kabupaten Kepulauan Meranti? 

2. Apa dampak kebijakan PIPPIB bagi masyarakat pemilik tanah yang tidak 

dapat disertipikatkan dan tanah-tanah bersertipikat yang tidak dapat 

dimanfaatkan untuk akses modal perbankan?  

3. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Meranti pasca 

kebijakan PIPPIB?  

4. Apa upaya pemerintah daerah Kabupaten Meranti dalam menyelesaikan 

problem yang terjadi pasca berlakunya PIPPIB? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukan kondisi sistem pertanahan dan 

penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Meranti dan dampak dari kebijakan 

PIPPIB terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti. 

Penelitian ini juga memberikan alternatif solusi untuk penyelesaian 

permasalahan di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kelancaran 

pembangunan wilayah.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi Kementerian ATR/BPN, memberikan informasi terkait adanya 

wilayah yang tidak dapat menjalankan kebijakan pendaftaran tanah 

sebagaimana amanah dari UUPA akibat tumpang tindih kebijakan. 

b. Bagi Pemerintah Daerah, menjadi instrumen data valid dengan 

didapatinya hasil overlay dan analisis peta. 

c. Bagi masyarakat, yakni tersalurkannya keinginanan untuk mengajukan 

kajian ulang terhadap dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat. 

2. Manfaat akademis 

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh dari 

kebijakan penghentian pemberian izin baru terhadap lahan masyarakat di 

Kabupaten Kepulauan Meranti.
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Pelaksanaan kebijakan PIPPIB menurut UU No. 5 Tahun 2019 sudah 

diterapkan di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai upaya menjaga ekosistem 

gambut dan hutan. PIPPIB yang sifatnya masih indikatif terlalu overpower 

untuk menghentikan izin baru. Penerbitan PIPPIB tidak ada koordinasi dengan 

sektor lain menyebabkan ketidakselarasan antara RTRW dan PIPPIB. APL 

yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat dan dapat diterbitkan izin 

menjadi terkebiri karena adanya PIPPIB. Hanya 5,03% dari luas wilayah 

Kepulauan Meranti yang benar-benar bebas PIPPIB dan termasuk dalam APL. 

PIPPIB memberikan dampak terhadap tanah masyarakat yang sudah 

bersertipikat menjadi tidak dapat dilaksanakan layanan derivative. Terjadi 

penurunan permohonan pada sektor-sektor yang membutuhkan sertipikat 

tanah. Misalnya pada sektor real estate atau properti, dengan adanya PIPPIB 

proses peralihan hak menjadi lebih rumit. Ditambah pula dampak PIPPIB 

terhadap tanah-tanah masyarakat yang belum bersertipikat menjadi tidak dapat 

didaftarkan. Proses pelepasan PIPPIB rumit dan tidak ada kejelasan waktu. 

Pelepasan PIPPIB yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat secara satu 

persatu dikarenakan belum ada skema yang disediakan pemerintah untuk 

melaksanakan pelepasan PIPPIB secara sistematik, termasuk pada lokasi-

lokasi PTSL.  

Dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan PIPPIB memang tidak 

secara langsung dirasakan masyarakat. Disaat yang sama PIPPIB diterbitkan 

pada saat covid-19 mewabah, sehingga munculnya PIPPIB memperparah 

faktor menurunnya perekonomian. Kebijakan PIPPIB hadir semakin menyiksa 

masyarakat Kepulauan Meranti yang selama ini memang masih termiskin se-

Provinsi Riau. Sulitnya pengembangan potensi wilayah juga mengakibatkan 

jumlah pengangguran meningkat. Untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya, 

masyarakat Kepulauan Meranti banyak sekali yang mencari kerja di Malaysia. 
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Pemerintah telah berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat dengan 

menyurati pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah PIPPIB. Upaya 

paling nyata yang terlihat dari pemerintah adalah dilakukannya koordinasi 

antar sektor dengan mendatangkan Wakil Menteri ATR/BPN tahun 2021 lalu. 

Meskipun upaya tersebut belum menemukan titik terang apa-apa namun 

setidaknya sudah ada penyampaian secara langsung dari pemerintah daerah 

dalam hal ini bupati kepada pihak-pihak yang sekiranya berwenang 

menyelesaikan permasalahan PIPPIB ini. Pada akhirnya PIPPIB adalah strategi 

yang tidak strategis, yang kebijakannya menyengsarakan masyarakat dengan 

kerumitannya. 

B. SARAN 

Dalam menjaga kelestarian hutan alam dan ekosistem gambut 

pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2019 

mengenai PIPPIB. Inpres tersebut didukung dengan peraturan-peraturan 

pelaksanaan pendukung, namun regulasi yang dikeluarkan tersebut 

seharusnya melibatkan banyak stakeholder dan mempertimbangkan 

berbagai aspek. Diperlukan pertimbangan dari instansi lain sebelum 

ditetapkannya PIPPIB. Seharusnya PIPPIB berjalan beriringan dengan 

RTRW. Jika ingin PIPPIB lebih tertata perlu disusunnya Rencana Detail 

Tata Ruang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga tiap-tiap 

penggunaan lahan lebih terkontrol secara mendetail dengan tetap 

mempertimbangkan pengembangan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam 

proses pelepasan PIPPIB dengan konsep yang diterapkan saat ini yaitu 

pelepasan mandiri melalui permohonanan masyarakat, diperlukannya 

standar layanan khusus. Standar layanan tersebut dapat berupa kepastian 

waktu pelepasan dan alur pemanatauan jalannya berkas pelepasan PIPPIB. 

Hal dapat dilakukan dengan sinergitas antara Pemda dan Pemerintah 

Pusat. Perlu adanya kerja sama yang serius antara pemerintah daerah untuk 

mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang ada di Kepulauan Meranti. Dari 

hasil identifikasi tersebut dilakukan analisa oleh ahli secara sistematik 
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seluruh wilayah. Hasil analisa kemudian dijadikan pertimbangan KLHK 

untuk melepaskan PIPPIB pada revisi berikutnya. 
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